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ABSTRAK 

 
Abdurrahman: Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Perbankan Syariah Oleh 

Pengadilan Agama (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

93/PUU-X/2012), di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H, dan II: 

Dr. M. Syaugi Mubarak Seff, M.A., pada Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin, 

(2018).  

 

Kata Kunci : Kewenangan, Eksekusi, Hak Tanggungan, Bank Syari’ah. 

 

Penelitian eksekusi jaminan hak tanggungan perbankan syariah oleh 

Pengadilan Agama (analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

93/PUU-X/2012).Yang akan dibahas masalah Bagaimana Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dan bagaimana konsekuensi yuridis 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap kewenangan 

eksekusi secara litigasi jaminan hak tanggungan perbankan syariah.  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji 

bahan pustaka yang berkaitan dengan jaminan hak tanggungan perbankan syariah 

dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Sedangkan sifat 

penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan 

serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun 

bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bahan hukum 

primer, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan ditambah dengan bahan 

hukum sekunder dan tersier.  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan Pertama, jaminan hak tanggungan 

perbankan syariah merupakan produk tambahan (asseoir) dari akad pokok sehingga 

ada keterkaitan yang sangat erat antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Kedua, dengan 

adanya putusan Mahkamah Konstitusi, pilihan hukum dalam Pasal 55 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah 

dibatalkan  dan konsekuensinya eksekusi terhadap jaminan hak tanggungan bukan 

hanya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri tapi juga menjadi kewenangannya 

Pengadilan Agama, sehingga frasa Ketua Pengadilan Negeri dalam undang-undang 

hak tanggungan harus pula dibaca dan dimaknai sebagai Ketua Pengadilan Agama 

sepanjang terkait dengan perbankan syariah atau yang termasuk kewenangan 

Pengadilan Agama. 


